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PERATURAN MENTERI PARIWISATA TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PARIWISATA
TAHUN 2025-2029.

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor
25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,
Pasal 17 ayat (3) Peratran Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata
Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, serta Pasal 3 ayat (1)
dan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang
Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga,
perlu menetapkan Peraturan Menteri Pariwisata tentang Rencana
Strategis Kementerian Pariwisata Tahun 2025-2029.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah : Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun
1945; UU No.25 Tahun 2004; UU No.39 Tahun 2008 sebagaimana telah
diubah dengan UU No.61 Tahun 2024; UU No.59 Tahun 2024; PP No.40
Tahun 2006; Perpres No.198 Tahun 2024; Perpres No.12 Tahun 2025;
Perpres No.80 Tahun 2025; Permenpar No.1 Tahun 2025;

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Rencana Strategis
Kementerian Pariwisata Tahun 2025-2029 (Renstra Kemenpar Tahun
2025-2029) adalah dokumen perencanaan Kementerian Pariwisata untuk
periode 5 (lima) tahun, yakni tahun 2025 sampai dengan tahun 2029 yang
merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional Tahun 2025-2029. Renstra Kemenpar Tahun 2025-2029 harus
digunakan sebagai acuan penyusunan: rencana kerja Kementerian untuk
periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2025 sampai dengan 2029;
dan rencana strategis unit organisasi di lingkungan Kementerian untuk
periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2025 sampai dengan 2029.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 11 Desember 2025 dan
diundangkan pada tanggal 12 Desember 2025;
- Pada Saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif Nomor 11 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Kementerian
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Tahun 2020-2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



